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ABSTRAK :  Bahwa untuk mempersingkat dan mempercepat koordinasi dalam mengelola 

informasi dan berbagai kegiatan kehumasan khsusunya di KPU Kabupaten 

Lembata sesuai dengan intruksi yang disampaikan oleh Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia yang termuat dalam Surat Edaran 

Nomor 244/HM.02-SD /06/KPU/III/2021, maka perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan 

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata 

Tahun 2021. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata 

ini adalah :  

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasih 

Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-

Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, Peraturan menteri dan Komunikasi dan 

Informatika Nomor 35 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, 

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

dan Pelayanan Informasih Publik di Lingkungan komisi Pemilihan umum, 

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, 

Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 



14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.  

 

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak         

                          tanggal dikeluarkan pada tanggal 1 April 2021.  

                          Lampiran 2 halaman.  

 


